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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3/PERMEN-KP/2014 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TAHUN 2010-2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan 
perencanaan pembangunan kelautan dan 
perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana 
Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian 
pembangunan kelautan dan perikanan melalui 
peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 
pendekatan balanced scorecard pada sasaran 
strategis, perlu meninjau kembali Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor PER.15/MEN/2012 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Tahun 2010 – 2014; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 -2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor  56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3482); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 
Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
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